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SALINAN 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR 31 TAHUN 2018 

TENTANG 

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINS! BENGKULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR BENGKULU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Penyelamatan dan evakuasi masyarakat 

terkena bencana dilakukan melalui usaha dan 
kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan 

masyarakat sebagai korban akibat bencana yang 

dilakukan oleh Tim Rekasi Cepat Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu 

dengan melibatkan unsur masyarakat; 

b. bahwa dalam melaksanakan penyelamatan dan 

evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 

menyusun prosedur tetap tim reaksi cepat yang 

digunakan sebagai acuan bagi tim reaksi cepat; 

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Gubernur tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 
Bengkulu; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2828); 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana 
Republik Indonesia Tahun 

(Lembaran Negara 

2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

seeagiaa tel-ah d·iubah beberapa kali, t:erakhir d-engan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2'3 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20T5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5479); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 

dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nom-or 34, Tambah-an Lembaran Negara RepubHk 

Indonesia Nomor 2854); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2·o·ns- tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
[Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 20tl8 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4'828'); 

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkutu Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi 
Bengkutu [Lembaran Daerah Provinsi Bengkutu 
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bengkutu Nomor 3); 
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8. Peraturan Daerah Provinsi Bengku1u Nornor 8 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Bengku1u (Lembaran Daerah 

Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8); 

9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun zo1·3 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Bengku1u Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu 

[Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 

Nomor 9); 

1'0. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 38 Tahun 

2014 ten tang Prosedur Tetap Penanggulangan 

Bencana Provinsi Bengkulu {Berita Daerah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2014 Nomor 38); 

M'EMU'fUS-KAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTAN-0 PROSEDUR TETAP 

TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH PROVTNSI BENGKULU. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pa-sat 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur clan Perangkat 

Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur 

penyeleaggarean Pemerintah Daer-ah. 

3. Gubemur adalah Gubemur Bengkulu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah DPRD Provinsi Bengkulu. 

5. 'Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Bengkulu. 
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, 

yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah 
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perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka 

melaksanakan tugas dan fungsi untuk 

menyelenggarakan penanggulangan bencana. 

7. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bengkulu. 
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan 

kebijakan pernbangunan yang beresiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 
darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. 

9. Bencana adalah peristiwa a tau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

benda, dan dampak psikologis. 
IO. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat 

kejadian bencana untuk menangani dampak 'buruk 

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, 
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan 

sarana. 
11. 'Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Bengkulu Yang selanjutnya 
disingkat TRC BPBD adalah suatu Tim yang dibentuk 

oleh Gubemur Bengkulu yang anggotanya meliputi 
instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang 
bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana 
dan dampak bencana pada saat tanggap darurat 

meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), 

penilaian kerusakan dan kerugian '(Damage and 

Loses Assessment) serta memberikan dukungan 
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pendampingan (BPBD Kabupaten /Kota dalam 

penanganan darurat bencana. 

HAB-u 

KEDUDUKAN PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT 
ErADAN PENANGGULANGA"N ·:t:;ENCA"NA 'DAitRAH 

PROVINS! BENGKULU 

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi 

Bengkulu, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi 

Cepat BPBD dalam melaksanakan tugas penanganan 

darurat bencana. 

BABitl 

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT 
BADAN PENANG'GULANGAN BEN-CANA DAERAH 

PROVINS! BENGKULU 

Pasal 3 

(1) Prosedur Tetap TRC BPBD dituangkan dalam sebuah 

dokumen dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

a. BAB I 
'b. BABU 

c. BABftl 

d. BAB1V 
e. BAB V 

f. BABVI 

g. BAB VII 

PENDAHULUAN; 

'TtJGAS POKOX DAN FUNGSl TRC 

BPBD PROVINS! BENGKULU; 

PEREKRUi'AN PELA11HAN DAN 

PERLENGKAPAN TRC; 

PENUGASAN TRC; 

PEMBIAY AAN; 

PEMBINAAN DAN EVALUAS1; 

PENUTUP. 

{21 Uraian Iebih lanjut mengenai Dokumen 'TRC- BPBD 

sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala 

ketentuan mengenai Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi 

Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 ten tang Prosedur Tetap 

Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal 27 Juli 2018 

Plt. GUBERNUR BENGKULU, 
ttd, 

H. ROHIDIN MERSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
Pada tanggal 27 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, 
ttd, 

NOPIAN ANDUSTI 

BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 31 
... t-, , 

. , afiffitn ��suai dengan aslinya 
' I -o KEP-�}\ . IRO HUKUM, 

,: ---- ' 
.t.� I . • . • - , ' 

embina Tk.I 
NIP. 19700623 199203 1 003 
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